
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB 

 
 

 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB 

 

NOMOR 65/KPN.W15.U2/SK/I/2024 

 

T E N T A N G  

 

 PEMBERLAKUAN HASIL REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SESUAI KEPUTUSAN DIRJEN BADILUM MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 

21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 TENTANG PEMBAHARUAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGGI 

DAN PENGADILAN NEGERI DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB 

PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB 

 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB 

 

Menimbang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi Pengadilan Negeri Kandangan agar lebih efesien, 

efektif, transparan dan akuntabel serta guna kelancaran 

pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu 

adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku; 

b. Bahwa dengan diberlakukannya Surat Keputusan Dirjen 

Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 

21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 Tentang Pembaharuan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka SOP tersebut 

akan diambil alih untuk diberlakukan di Pengadilan Negeri 

Kandangan; 

c. Bahwa sesuai notulensi Rapat reviu SOP pada tanggal 24 

Januari 2024 maka SOP tersebut dilakukan reviu kembali  
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Mengingat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

dikarenakan ada pergantian Pimpinan Pengadilan Negeri 

Kandangan sehingga hasil reviu tersebut harus di buatkan 

Surat Keputusan Kembali agar dijadikan pedoman di tahun 

2024; 

  

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan 

kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004; 

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 

KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku-Buku 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 

4. Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada 

dibawahnya; 

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor: 534/DJU/HK.007/VI/2012, tentang Pelaksanaan 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Umum; 

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan; 

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Mahkamah Agung RI, Nomor : 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 

tentang Pembaharuan Standar Operaional Prosedur (SOP) 

Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

PEMBERLAKUAN HASIL REVIU STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR (SOP) SESUAI KEPUTUSAN DIRJEN BADILUM 

MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 21/DJU/SK/OT.01.3 /3/2022  
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Ditandatangani Secara Elektronik; 
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB 
 

 

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESATU        

 

 

 

 

 

 

 

 

KEDUA           

 

 

KETIGA       

 

KEEMPAT     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

: 

 

: 

 

 

 

TENTANG PEMBAHARUAN STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGGI 

DAN PENGADILAN NEGERI DI PENGADILAN NEGERI 

KANDANGAN KELAS IB PADA PENGADILAN NEGERI 

KANDANGAN KELAS IB 

 

Memberlakukan hasil reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pengadilan Negeri Kandangan dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) sebagaimana Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung 

RI Nomor: 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 Tentang Pembaharuan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri 

Kandangan, sebagaimana telah dilakukan reviu kembali pada 

tanggal 24 Januari 2024; 

 

Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat Pengadilan Negeri 

Kandangan. 

Mengevaluasi SOP tersebut setiap bulan. 

 

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di  Kandangan 

Pada Tanggal 25 Januari 2024 
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Lampiran  

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB 

Nomor   : 65/KPN.W15.U2/SK/I/2024 

Tanggal : 25 Januari 2024  

Tentang Pemberlakuan Hasil Reviu Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Sesuai Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah 

Agung RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 Tentang 

Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri 

Di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Pada Pengadilan 

Negeri Kandangan Kelas IB 

 

DAFTAR  

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN  

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN 

 

 

No. 

 

Nama S.O.P 

 

 

Ket 

 

KEPANITERAAN PIDANA 

 

 

S.O.P YANG DI SEMPURNAKAN 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA 

(DEWASA) 

 

 

S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA 

UPAYA DIVERSI BERHASIL 

 

 

268/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

269/DJU/

OT.01.3/3

/2022 
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3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA 

UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL 

 

 

S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT 

 

 

 

S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TIPIRING 

 

 

 

S.O.P PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG 

 

 

 

S.O.P PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING 

 

 

 

S.O.P PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU 

 

 

 

S.O.P PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI 

 

 

 

S.O.P PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANA 

 

 

 

S.O.P PERMOHONAN GRASI 

 

 

 

270/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

271/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

272/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

273/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

274/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

275/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

276/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

277/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

278/DJU/

OT.01.3/3

/2022 
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12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

 

 

20. 

 

 

 

S.O.P PERMOHONAN PRAPERADILAN 

 

 

 

S.O.P PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN 

PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 

29 AYAT (2) DAN AYAT (3) 

 

S.O.P PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN 

PENAHANAN ATAS PERMINTAAN PENUNTUT UMUM PASAL 

25 AYAT (2) 

 

S.O.P PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN BESUK (PERKARA 

PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN PERIKANAN) 

 

 

S.O.P PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN 

PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1) 

KUHAP 

 

S.O.P PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA 

UMUM 

 

 

S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN 

IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN (PERKARA PIDANA 

UMUM, TIPIKOR DAN PERIKANAN) 

 

S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI 

 

 

 

S.O.P IJIN PEMBANTARAN 

 

 

 

279/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

280/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

281/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

282/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

283/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

284/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

285/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

286/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

287/DJU/

OT.01.3/3

/2022 
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21. 

 

 

 

22. 

 

 

 

23. 

 

 

 

24. 

 

 

 

25. 

 

 

 

26. 

 

 

 

27. 

 

 

 

28. 

 

 

S.O.P PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA 

 

 

 

S.O.P PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA 

 

 

 

S.O.P PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI 

PIDANA 

 

 

S.O.P IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK 

(PERKARA PIDANA, TIPIKOR DAN PERIKANAN) 

 

 

S.O.P PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN 

 

 

 

S.O.P PINJAM PAKAI BARANG BUKTI 

 

 

 

S.O.P IJIN BEROBAT 

 

 

 

S.O.P PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU 

288/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

289/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

290/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

291/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

292/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

293/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

294/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

291/DJU/

OT.01.3/3

/2022 

 

 

KEPANITERAAN PERDATA 
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S.O.P YANG DISEMPURNAKAN 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

S.O.P PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN 

SECARA MANUAL 

 

 

S.O.P PERKARA PERDATA 

GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN MEDIASI BERHASIL 

 

 

S.O.P PERKARA PERDATA 

GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN MEDIASI GAGAL 

 

 

S.O.P UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA 

 

 

 

S.O.P PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI 

MEMENUHI SYARAT FORMIL 

 

 

S.O.P PERMOHONAN KONSIGNASI (PENGADAAN TANAH) 

 

 

 

S.O.P PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL 

 

 

 

S.O.P PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH 

UANG DAN HAK TANGGUNGAN 

 

 

 

243/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

244/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

245/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

246/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

247/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

248/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

249/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

250/DJU/

OT/01.3/3

/2022 
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9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

S.O.P PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA 

UMUM 

 

 

S.O.P PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA 

 

 

 

S.O.P PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI 

 

 

 

S.O.P PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE 

NASIONAL INDONESIA 

 

 

S.O.P UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN 

BPSK 

 

 

S.O.P PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PARTAI POLITIK 

 

 

 

S.O.P PENYELESAIAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP 

PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK 

 

 

S.O.P KEBERATAAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA 

  

251/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

252/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

253/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

254/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

255/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

256/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

257/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

258/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

S.O.P YANG BARU 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

S.O.P PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN 

SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) 

 

 

S.O.P PERKARA PERDATA 

GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN SECARA 

ELEKTRONIK (E-COURT) – MEDIASI BERHASIL 

 

S.O.P PERKARA PERDATA 

GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN SECARA 

ELEKTRONIK (E-COURT) – MEDIASI GAGAL 

 

S.O.P PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA 

SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) 

 

 

S.O.P PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA 

 

 

 

S.O.P UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA 

SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) TINGKAT PERTAMA 

 

 

S.O.P PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN 

ALASAN KEKELIRUAN/KEKHILAFAN YANG NYATA  

 

 

S.O.P PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN 

ALASAN ADANYA NOVUM 

260/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

261/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

262/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

263/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

264/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

265/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

266/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

267/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

KEPANITERAAN HUKUM 

 

 

S.O.P YANG DISEMPURNAKAN 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

S.O.P PENANGANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN DARI 

BAWAS (PENGADILAN NEGERI) 

 

 

S.O.P PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI 

PENGADILAN NEGERI 

 

 

S.O.P PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS 

 

 

 

S.O.P PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSEDENTIL 

 

 

 

S.O.P SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA 

 

 

 

S.O.P SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN 

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGGUNAN 

LAYANAN PENGADILAN NEGERI 

 

 

S.O.P LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN 

(WAARMEKING) 

 

264/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

265/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

266/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

267/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

268/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

269/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

 

270/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

S.O.P YANG BARU 

 

1. 

 

 

 

S.O.P SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI 

APLIKASI ERATERANG 

 

 

259/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditandatangani Secara Elektronik; 
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB 
 

 

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

S.O.P KEARSIPAN BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI 

 

 

 

S.O.P PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN 

KEBERATAN PENGADILAN NEGERI 

 

 

S.O.P PELAYANANPEMBERIAN INFORMASI TANPA 

KEBERATAN PENGADILAN NEGERI 

 

 

S.O.P PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/4 

BULANAN/6 BULANAN/TAHUNAN) PENGADILAN NEGERI 

 

 

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP BERKAS 

PERKARA PENGADILAN NEGERI 

259/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

271/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

272/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

273/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

274/DJU/

OT/01.3/3

/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di  Kandangan 

Pada Tanggal 25 Januari 2024 
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